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ABSTRAK 
Nama  : MISNAWATI 
Nim  : 10100108026 
Fak/Jurusan  : Syari’ah Dan Hukum/ Peradilan Agama 
Judul        : Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan karena         
Hubungan Sesusuan 
 Judul dari skripsi ini adalah “Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan 
karena Hubungan Sesusuan. Masalah yang menjadi fokus dari tulisan ini adalah 
Bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap anak yang orang tuanya memiliki 
hubungan sesusuan di Kabupaten Sinjai serta bagaimana pandangan Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Kabupaten Sinjai terhadap kedudukan anak setelah putusnya 
perkawinan karena hubungan sesusuan. 
 Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah Metode 
Pendekatan yuridis, sosiologis  dan  pendekatan syar’i. Pendekatan yuridis, yaitu 
penulis berpedoman pada dalil-dalil nash al-qur’an dan hadist Nabi saw. terutama 
mengenai perkawinan, dengan jalan mencari penjelasan dari peraturan yang berlaku 
guna mendukung legalitas dari persoalan yang dibahas, dan Pendekatan sosiologis, 
yaitu dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum disebabkan batalnya 
suatu perkawinan karena hubungan sesusuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat 
dilihat dari sudut struktur sosialnya. Serta Pendekatan syar’i, yaitu membahas 
masalah dengan memperhatikan ketentuan atau aturan yang ditetapkan dalam syari’at 
Islam, yaitu penulis berpedoman KHI. Adapun metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian 
Lapangan (Field Research) dengan menggunakan tekhnik wawancara dan observasi, 
serta metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi 
ini adalah editing dan verifikasi. 
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Proses penyelesaian hukum terhadap 
anak yang orang tuanya memiliki hubungan sesusuan di Kabupaten Sinjai yaitu anak 
yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut, statusnya jelas anak sah 
sehingga ia berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris. Pandangan Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sinjai terhadap kedudukan anak setelah putusnya 
perkawinan karena hubungan sesusuan oleh orang tuanya, akibat hukum terhadap 
anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan statusnya adalah 
merupakan anak sah baik di dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi 
Hukum Islam, walaupun salah seorang dari orangtuanya atau kedua orang tuanya 
mempunyai itikad buruk. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dalam hukum Islam, pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau 
mi>s|a>qan gali>z{an untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 
Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 
dan warahmah.1 Allah telah menetapkan perkawinan sebagai jalan untuk halalnya 
hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan 
hidup keluarga.2 Dengan dilangsungkannya perkawinan yang sah, timbullah hak dan 
kewajiban suami isteri secara timbal balik. Demikian juga setelah kelahiran anak, 
mulailah muncul hak dan kewajiban orang tua terhadapnya. Islam telah meletakkan 
dasar-dasar yang kokoh dalam pembinaan sebuah keluarga, yang di dalamnya 
terdapat unsur keluarga yaitu; suami, istri dan anak. Mereka harus mendapatkan hak 
dan kewajiban secara proporsional.3 Dalam hukum perkawinan Islam hak dan 
kewajiban yang dimaksud, salah satu di antaranya adalah kewajiban dan tanggung 
jawab moril dan materil dari orang tua terhadap anak. Anak adalah amanah Allah 
yang wajib dipelihara, dididik dan diberi bekal agar dapat menjadi manusia dewasa 
secara fisik dan mental, yang mengetahui dan mengamalkan kewajiban-kewajiban 
kepada Allah, orang tua dan masyarakat di lingkungannya. 
                                                          
1Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. ke-3; 
Jakarta: Prenada Media Group, 2004), h. 43. 
2Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Cet. ke-8; Yogyakarta: Perpustakaan 
Fakultas Hukum UII, 1996), h. 11. 
3Khoiruddin Nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Yogyakarta: Academia dan 
Tazzafa, 2004), h. 52-64. 
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Anak merupakan  pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa, karena anak 
merupakan generasi penerus dari orang tuanya.Oleh karena itu anak harus dilindungi, 
diawasi, dan diberi perlindungan dengan sebaik-baiknya agar anak tersebut bisa 
tumbuh dan berkembang dengan baik demi terciptanya suatu Negara yang baik dan 
bermartabat apabila anak tersebut jadi sebagai pemimpin. Untuk menumbuh 
kembangkan anak dengan baik, seseorang anak memerlukan orang yang sanggup 
untuk mendidiknya dan memberi perlindungan terhadap anak agar anak tetap tumbuh 
dan berkembang dengan semestinya. Faktor utama yang harus dilindungi oleh orang 
yang mengasuh anak adalah faktor lingkungan, karena faktor lingkunganlah yang 
sangat menentukan baik atau tidaknya anak. Anak akan baik apabila dijauhi dari 
lingkungan yang buruk, dan begitu juga sebaliknya anak akan tumbuh baik apabila 
hidup dilingkungan yang baik pula.  Seorang anak akan bahagia jika berada dalam 
asuhan kedua orang tuanya. Karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka 
kepadanya secara baik akan menumbuhkan jasmani dan akalnya, serta 
mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupan di masa datang. Hal itu 
hanya bisa terwujud jika kedua orang tuanya tetap bersatu dala  sebuah rumah tangga. 
Akan tetapi, dalam realitas kehidupan sehari-hari tidak sedikit suami istri yang 
terpaksa menempuh jalan dan memutuskan untuk bercerai. Mengingat betapa 
pentingnya pemeliharaan terhadap anak, maka putusnya perkawinan karena terjadi 
perceraian tidak akan menghilangkan kewajiban. 
Banyak sekarang terjadi kenakalan remaja di lingkungan hidup kita. Hal ini 
terjadi disebabkan oleh karena berkurangnya pengawasan yang diberikan oleh 
pengasuhnya, sehingga menyebabkan anak menjadi korban dari orang dewasa. Tanpa 
adanya pengawasan yang ketat  terhadap anak dan memberikan pendidikan yang baik 
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kepada anak, maka anak akan bergabung dengan komunitas-komunitas yang terlarang 
dan dengan demikian akan menggelapkan kehidupan anak.4 
Memelihara anak adalah kewajiban orang tua. Sebagai mana Allah 
mewajibkan setiap orang beriman untuk memelihara diri dan keluarganya termasuk 
istri dan anak dari api neraka. Hal itu bisa terwujud jika kedua orang tuanya tetap 
bersatu dalam sebuah rumah tangga. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan sehari-
hari tidak sedikit suami istri yang terpaksa menempuh jalan dan memutuskan untuk 
bercerai. 
Mengingat betapa pentingnya pemeliharaan terhadap anak, maka putusnya 
perkawinan karena terjadi perceraian tidak akan menghilangkan kewajiban 
pemeliharaan anak. Artinya, ketika terjadi perceraian kedua orang tua berkewajiban 
melaksanakan pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam 
fiqh biasanya dikenal dengan istilah hadanah.  
Menurut Jumhur fuqaha (mayoritas ahli hukum Islam), bahwa apabila terjadi 
perceraian antara suami istri yang telah mempunyai anak maka ibulah yang lebih 
berhak mengasuh anak tersebut selama belum menikah dengan laki-laki lain 
sedangkan anak itu masih kecil. Hak hadanah ini kemudian menjadi amat rumit 
ketika terdapat suatu realitas dalam masyarakat seperti di Indonesia, yaitu ada 
seorang anak yang masih kecil dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam dan 
nikah secara Islami. Kemudian terjadi perceraian antara keduanya dan ibu dari anak 
tersebut keluar dari keyakinan agamanya (murtad). Dari masing-masing pihak (suami 
atau istri) berkeinginan mendapatkan hak hadanah terhadap anak tersebut dengan 
argumentasi masing-masing. Dari pihak isteri berargumen bahwa anaknya 
                                                          
4Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia  (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 67. 
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membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Sedangkan dari pihak suami 
berargumen bahwa ia khawatir dengan agama anaknya, karena anak itu lahir dari 
orang tua yang beragama Islam dan nikah secara Islami. Mengenai hal tersebut telah 
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam  (KHI). Antara lain dijelaskan dalam pasal 149 
(d), yang isinya salah satu dari hak dan kewajiban suami istri yang sudah bercerai 
wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 
tahun. Dalam pasal 105 KHI, menyebutkan bahwa hak asuh (hadanah) anak berada 
diampuan ibu ketika anak itu belum mencapai usia mumayyiz, sedangkan untuk anak 
yang sudah mencapai umur mumayyiz, maka anak diperbolehkan untuk memilih 
kepada siapa anak itu ikut ataukah kepada ibunya atau bapaknya. Kemudian dalam 
pasal 156 KHI, menyebutkan kepada siapa anak itu akan diasuh ketika ibunya 
meninggal dunia. 
Permasalahan mengenai Islam sebagai syarat bagi pelaku hadanah imam an-
Nawawi berpendapat bahwa hak asuh tidak diberikan kepada orang tua yang kafir. 
Artinya, seorang ibu yang kafir (baik murtad maupun beda agama) tidak berhak 
melakukan hadanah terhadap orang Islam, demikian juga terhadap anak-anaknya. 
Sedangkan ulama mazhab lainnya sepakat bahwa ibu yang kafir boleh melakukan 
hadanah. Dengan demikian murtad maupun beda agama tidak dapat menggurkan hak 
bagi pelaku hadanah, dan kasih sayang seorang ibu kepada anak tidak akan 
berpengaruh karena perbedaan agama. 
Permasalahan yang muncul adalah ketika kepada siapakah anak itu diasuh, 
jika status ibu tersebut kembali ke agama sebelumnya (murtad). dalam KHI ada dua 
pasal yang mengatur tentang pengasuhan anak (hadanah). Pasal 105 KHI mengatur 
mengenai kepada siapa anak itu diasuh ketika anak itu mumayyiz atau belum 
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mumayyiz. Sedangkan pasal 156 KHI mengatur tentang hak asuh anak ketika ibunya 
tidak ada (meninggal). Dalam kedua pasal tersebut, kiranya belum menjawab 
permasalahan di atas. Bahkan dalam pasal 116 (h) KHI menyebutkan bahwa salah 
satu tentang alasan perceraian adalah peralihan agama atau murtad yang 
menyebabkan terjadinya ketidakrukunan.  Dalam pemahaman terbalik bisa dikatakan 
jika kemurtadan tidak menimbulkan ketidakrukunan, maka ibu yang murtad tadi 
boleh tidak bercerai dan berhak mengasuh anaknya dalam suatu perkawinan yang 
sah.5 Dalam hukum Islam di Indonesia (yuridis-formal), seperti undang-undang No.1 
Tahun 1974 tentang perkawinan belum dikenal istilah hadanah. Namun mengenai 
kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah terjadi perceraian sudah diatur. 
Kemudian istilah hadanah baru baru muncul dalam kompilasi hukum Islam (KHI) 
dengan definisi kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa 
atau mampu berdiri sendiri. Dengan adanya pendapat imam an-Nawawi tentang 
hilangnya hak hadanah bagi istri yang murtad, dengan mepertimbangkan masalah 
yang ada mungkinkah dapat direlevansikan dengan hukum Islam di Indonesia.  
Mengingat situasi dan kondisi yang ada pada umat Islam di Indonesia bersifat 
multikultural. Oleh karena itu, dari latar belakang diatas menarik untuk dikaji secara 
mendalam dengan melakukan penelitian ilmiah tentang tinjauan Hukum Islam 
terhadap hak asuh anak dari istri yang murtad. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  latar belakang  yang telah dipaparkan sebelumnya, maka  
adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu : 
                                                          
5Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 2 (Bandung: Pustaka Setia, 1999),  h. 178. 
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1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang hak asuh anak? 
2. Apakah  dasar hukum dan  pertimbangan Hakim dalam  memutuskan  hak 
asuh anak dalam putusan cerai talak karena istri murtad? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1) Tujuan penelitian ini adalah:  
a. Untuk mengetahui  tinjauan hukum Islam tentang hak asuh anak 
b. Untuk mengetahui  dasar hukum dan  pertimbangan Hakim dalam  
memutuskan  hak asuh anak dalam putusan cerai talak karena istri murtad. 
2) Manfaat penelitian ini adalah: 
a. Sebagai bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai 
masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan, sehingga 
bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya. Penelitian ini 
diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang 
fenomena hak asuh anak terhadap isri yang murtad, dan diharapkan dapat 
dijadikan sebagai bahan masukan bagi hakim-hakim di pengadilan agama 
yang lain. 
b. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa Jurusan 
Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 
khususnya, serta bagi masyarakat pada umumnya. 
D. Defenisi Oporasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Secara operasional, yang dimaksud  dengan  tinjauan hukum Islam terhadap 
hak asuh anak dari istri yang murtad  yaitu  penetapan hak asuh  anak yang diberikan 
oleh hakim kepada pasangan yang berbeda agama baik  isteri maupun  yang keluar 
dari agama Islam (murtad),  Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 
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mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. 
Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang 
diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi 
kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya 
tersebut, akan tetapi jika permasalahan itu disebabkan karena salah satu pasangan 
tersebut murtad, maka pengadilan wajib mempertimbangkan sisi baik daripada sisi 
buruk bagi perkembangan anak tersebut.  
Skripisi difokuskan membahas tentang hak asuh anak bagi pasangan yang 
salah satunya keluar dari agama Islam atau murtad  dalam hal ini isteri, khususnya 
dalam pandangan hukum Islam itu sendri. 
E. Kajian  Pustaka 
Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini mengenai hak asuh anak yang 
diberikan kepada isteri  yang murtad dengan adanya kesepakatan. Sebenarnya sudah 
ada yang membahas, akan tetapi dari pandangan masing-masing penulis mempunyai 
pendekatan dan titik tolak pembahasan yang berbeda, diantanya adalah: 
1. Siti Khoiriyah, dengan skripsinya yang berjudul “Kontroversi Pengadilan 
Agama Bone Tentang Hak hadanah Bagi Ibu Non Muslim” (Skripsi 2004) 
Menjelaskan pemberian hak asuh anak yang diberikan kepada ibu yang non 
muslim dikarenakan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga 
diputus secara Verstek. Sedangkan alasan Pengadilan membatalkannya karena 
bahwa isteri terbukti kembali kepada agama yang semula yaitu agama 
Kristen.6 
                                                          
6Siti Khoiriyah, Kontroversi Pengadilan Agama Malang tentang Hak Hadanah Bagi Ibu Non 
Muslim, Skripsi Fakultas Syariah STAIN Bone, 2004.  
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2. Ainun Nisa, dengan skripsinya yang berjudul “Urgensi Penerapan Pasal 132 
(a.b) HIR Tentang Gugat Rekonvensi (Studi Analisis Terhadap Putusan PA 
No. 1429/Pdt.G/2003/PA Sungguminasa tentang Cerai Talak Sampai pada 
Putusan PK MA.RI No. 24/PK/AG/2005 Dalam Memutuskan Pemberian Hak 
Asuh Anak Kepada Isteri Yang Murtad)” (Skripsi 2006) yang pada intinya 
membahas tentang putusan hakim PA Sungguminasa yang menyatakan bahwa 
memberikan hak asuh anak hingga umur 12 tahun dengan menyuruh isteri 
menyerahkan kepada suami. Namun dalam putusan PK terdapat kekhilafan 
hakim PA Sungguminasa dalam hal hukum  acara dengan tidak menerima 
gugat rekonvensi termohon, sehingga isteri yang murtad dinyatakan tetap 
berhak mengasuh anak.7 
3. A. Rakhmat Hidayat, dengan skripsinya yang berjudul “Studi Komparatif 
Konsep Imam Hanfi dan Imam Ahmad Ibn Hambal Tentang Pemberian Hak 
Asuh Anak Terhadap Isteri Murtad” (Skripsi 2006) Kesimpulan dalam 
pembahasan tersebut adalah mengenai konsep Imam Hanfi dan Imam Ahmad 
Ibn Hambal dalam mensyaratkan atau tidak adanya seorang Hadanah 
beragama Islam.8 
Beberapa skripi diatas memang membahas masalah hak asuh anak yang 
diberikan kepada isteri yang murtad, akan tetapi pendekatan dan titik tolak 
pembahasan yang dikemukakan berbeda dengan skripsi penulis, bahwa dalam judul 
                                                          
7Ainun Nisa, Urgensi Penerapan Pasal 132 (a.b) HIR Tentang Gugat Rekonvensi (Studi 
Analisis Terhadap Putusan PA No. 1429/Pdt.G/2003/PA. Sungguminasa Tentang Cerai Talak Sampai 
Pada Putusan PK MA.RI No. 24/PK/AG/2005 dalam Memutuskan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada 
Isteri Yang Murtad), Skripsi Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar, 2006. 
8Rakhmat Hidayat, Studi Komparatif Konsep Imam Hanfi dan Imam Ahmad Ibn Hambal 
Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Terhadap Isteri Murtad, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan 
Ampel Surabaya, 2006. 
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skripsi penulis mengenai analisis hukum Islam terhadap putusan hakim tentang hak 
asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad, apa saja pertimbangan dan dasar 
hukukan hakim memutus perkara tersebut dengan menganalisis kembali melalui 
hukum Islam. 
F. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  ialah Pendekatan Yuridis 
Murni (Legal Research Approach). Pendekatan legal research dalam penelitian 
digunakan dengan alasan menelaah dan mengkaji secara mendalam melalui 
pengidentifikasian konsep atau gagasan, asas-asas hukum Islam,  dan  kompilasi 
hukum Islam.  
2. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum Islam, yaitu mencakup 
penelitian terhadap ayat dan hadis serta teori-teori hukum, peraturan perundang-
undangan, serta taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertical dan 
horizontal. Adapun menurut Amiruddin.9 Jenis penelitian dapat ditinjau dari beberapa 
sudut pandang, yaitu pertama,dari sudut sifatnya, yang terdiri atas penelitian yang 
bersifat eksploratif (penjajakan atau penjelajahan), penelitian yang bersifat deskriptif, 
dan penelitian yang bersifat explanatif (menerangkan).10 
Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yang bersifat 
eksploratif (penjajakan atau penjelajahan), disebabkan karena mengingat penelitian 
                                                          
9Amiruddin dan  Zainal Asikin. Pengantar Metode Penilitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2004), h. 36. 
10Amiruddin dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penilitian Hukum, h. 25. 
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ini bertujuan untuk menelaah dan mengkaji secara mendalam mengenai hak asuh 
anak dari istri yang murtad. Oleh karenanya, diperlukan suatu penjajakan untuk 
mencoba menggali secara mendalam pengetahuan mengenai pengujian tersebut. 
Kedua, dari sudut bentuknya, yang terdiri atas penelitian berbentuk 
diagnostic, penelitian berbentuk perspektif, dan penelitian berbentuk evaluatif.11 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berbentuk prespektif, 
karena penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengkaji 
dan menelaah secara mendalam tentang pengujian suatu Peraturan Daerah dari sudut 
pandang penulis.  
Terakhir yang Ketiga, yaitu dari sudut penerapannya, yang terdiri atas 
penelitian dasar/murni atau penelitian untuk pengembangan ilmu, penelitian yang 
berfokus masalah, dan penelitian terapan. Mengingat bahwa penelitian ini disebabkan 
karena adanya suatu masalah, maka dari sudut penerapannya, penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian yang kedua, yaitu penelitian untuk pengembangan 
ilmu. 
3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 
Jenis data yang dimaksud dalam  penelitian ini ialah Data Sekunder dan Data 
Primer.  Data sekunder merupakan bentuk Penelitian atau Studi Pustaka, sedangkan 
Data primer merupakan bentuk Studi atau Penelitian Lapangan.  Tekhnik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan 
(library research) yaitu mencari dan mentelaah berbagai buku dan sumber tertulis 
lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Teknik pengumpulan data atau 
bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan dengan cara : 
                                                          
11Amiruddin dan  Zainal Asikin. Pengantar Metode Penilitian Hukum. h. 28. 
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a) Data Sekunder / Studi Pustaka 
Studi kepustakaan ini merupakan jenis data yang diperoleh melalui 
inventarisasi bahan hukum yang meliputi tiga bentuk, yaitu: 
b) Bahan hukum primer, yang terdiri dari UUD Proklamasi 1945, UUD 1945 
Perubahan (Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat), Undang-Undang yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan Pemerintahan 
Daerah, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. 
1) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 
terhadap bahan hukum sekunder yang sifatnya tidak terikat seperti, 
literatur-literatur hukum, makalah-makalah dalam seminar, jurnal ilmiah, 
dan berbagai tulisan tersebar lainnya. 
2) Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk dan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 
ensiklopedia, dan sebagainya yang relefan dengan penelitian ini. 
Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka 
sebenarnya penelitian ini lebih menitikberatkan atau mengutamakan pada data 
sekunder, yaitu studi kepustakaan (library research) daripada data primer atau 
studi lapangan. Studi lapangan yang digunakan dalam penelitian ini sifatnya hanya 
sebagai penunjang guna mendukung argumentasi hukum dalam penelitian. 
c) Metode Kesimpulan dan Langkah-Langkah Analisis.12 
Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif hukum, maka metode 
kesimpulan dan langkah analisis yang digunakan ialah metode deduktif-
                                                          
12Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 60. 
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interpretatif. Deduktif merujuk pada metode silogisme atau logika deduksi dimana 
term premis mayor (sesuatu yang bersifat umum yang mempunyai sifat mutlak) 
apabila dilekatkan pada term premis minor (sesuatu yang bersifat khusus yang 
merupakan bagian dari premis mayor) akan menghasilkan sebuah konklusi atau 
kesimpulan.  
4. Analisis data 
Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan 
menggunakan metode: 
a) Deduktif, yaitu melihat norma-norma yang ada dalam al-Qur’an dan as-
Sunnah tentang h}ad}a>nah secara umum menuju pandangan serta metode 
istinba>t} hukum Ima>m an-Nawawi> tentang murtad nya istri sebagai alasan 
hilangnya hak h}ad}a>nah. 
b) Induktif, yaitu merelevansikan peraturan perundang-undangan hokum Islam 
di Indonesia dengan pandangan Ima>m an-Nawawi> tentang hak h}ad}a>nah 
karena istri murtad. 
G. Sistematika Penulisan 
Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,  defenini 
operasional dan ruang lingkup penelitian, kajian pustaka, tujuan penelitian dan 
kegunaan hasil penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. 
Bab II Landasan teori. Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang hadanah 
dalam hukum Islam meliputi: definisi, dasar hukum, hak hadanah, rukun dan 
syarat hadanah, urutan pemegang hadanah, biaya hadanah dan batas usia 
hadanah dan tinjauan hukum Islam tentang hadanah. 
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Bab III Pada bab ini diuraikan tentang permasalahan yang pertama dalam penulisan 
skripsi ini yaitu, tinjauan hukum Islam tentang hak asuh anak. 
Bab IV Bab ini membahas tentang permasalahan kedua yaitu yang menjadi dasar 
hukum dan  pertimbangan Hakim dalam  memutuskan  hak asuh anak dalam 
putusan cerai talak karena istri murtad. 
Bab V  Penutup,  bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum tentang Hadanah 
1. Pengertian Hadanah 
Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan hadanah., yang dimaksud 
dengan hadanah atau pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan 
mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.
1
 Adapun pemeliharaan 
anak diambil dari pengertian istilah bahasa Arab “H}id}anah” atau dapat pula dibaca 
“H}ad}a>nah” yang berasal dari kata al-h}idnu yang artinya: sisi, samping, arah,2 
lambung,
3
 rusuk,
4
 anggota tubuh dari ketiak sampai ke pinggul,
5
 dan meletakkan 
sesuatu pada tulang rusuk atau pangkuan, karena sewaktu menyusukan anaknya, ibu 
meletakkan pada pangkuan atau sebelah rusuknya, yang seakan-akan ia melindungi 
dan memelihara anaknya. Pengertian hadanah secara terminologis banyak 
dirumuskan oleh para ulama dengan berbagai pengertian. Diantaranya menurut  As-
Sayyid Sabiq mendefinisikan hadanah sebagai melakukan pemeliharaan anak-anak 
yang masih kecil laki-laki maupun perempuan dan sudah besar tetapi belum 
mumayyi>z, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan 
                                                          
1
Djamaan Nur, Fiqh Munakahat (Semarang: Dina Utama,1993), h. 119. 
2
Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Ahmad Warson Munawwir (edisi: II; 
Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h .274. 
3
Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, h. 119. 
4
Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Cet. ke-3; Jakarta: Bulan 
Bintang, 1993), h.137. 
5
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Encyclopedia Islam (Cet. ke- 1; Jakarta: Ichtiar Baru 
Van Hoeve, 1993), h. 37. 
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kebaikan baginya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik 
jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan 
memikul tanggung jawab.
6
 
Dalam Ensiklopedia Islam, pemeliharaan atau hadanah yaitu : mengasuh 
anak kecil atau abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri yakni dengan 
memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, 
pendidikan fisik maupun psikis serta mengembangkan kemampuan intelektualnya 
agar sanggup memikul tanggung jawabnya.
7
 
  Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 
hadanah mengandung beberapa pengertian sebagai berikut: 
1. Pemeliharaan anak dari segala bahaya fisik yang mungkin menimpanya 
seperti penyakit dan kecelakaan. 
2. Perlindungan terhadap anak dari kemungkinan gangguan psikis dan rohani 
misalnya pergaulan dengan teman atau lingkungan yang dapat merusak 
perkembangan kepribadiannya. 
3. Pemberian makan, pakaian dan tempat tinggal yang layak (nafaqah) 
4. Pemberian pengajaran dan pendidikan tahap awal kepada anak 
5. Hadanah dalam hal ini hanya terbatas pada anak yang masih kecil atau orang 
yang kurang waras, sedangkan pada anak yang telah balig tidak wajib 
melakukan hadanah. 
Hadanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (Tarbiyah). Dalam hadanah 
terkandung pengertian pemeliharaan anak jasmani dan rohani, di samping terkandung 
                                                          
6
As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Beirut: Daral-Fikr, 1968), VIII: 202-203. 
7
 Dewan Redaksi, Encyclopedia Islam, h. 37. 
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pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si 
anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan 
profesional, sedangkan hadanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, 
kecuali jika si anak tidak mempunyai keluarga, maka hal ini dapat dilakukan oleh 
setiap ibu anggota kerabat lainnya. Hadanah merupakan hak dari hadin, sedangkan 
pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.8 
2. Dasar Hukum Hadanah 
Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman 
dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup anak dan 
perkembangan anak merupakan keharusan. Meremehkan atau mengendurkan 
pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. 
Takut meninggalkan generasi yang lemah yang dimaksud dalam ayat diatas 
adalah generasi atau anak-anak yang lemah baik fisik maupun mental. Untuk itu 
menjadi kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mengasuh anak 
dalam menghadapi masa depannya. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka 
hukum melakukan hadanah adalah wajib. Karena meniggalkan pemeliharaan anak 
akan menyebabkan kehancuran masa depan dan mental anak. Sebagaimana wajibnya 
nafkah bagi anak juga dimaksudkan untuk menyelamatkan dari kehancuran masa 
depan.
9
  
Sebagaimana dijelaskan dalam Qs. An-Nisa/4: 58. 
                             
                         
                                                          
8
Zakiyah Drajat, Ilmu Fikih (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 157-158. 
9
 Wahbah az-Zuh}aili>, al-Fiqh al-Isla>m Wa Adilla>tuh}u, VII: 718. 
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Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
10
 
 
Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua (bapak dan ibu) yang mendapatkan 
amanat dari Allah hendaklah menjaga, merawatnya dan memeliharanya dengan baik 
karena Allah memberikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan kelak 
ia akan dimintakan pertanggung jawabannya. Syari’at Islam memberikan kewajiban 
orang tua untuk memelihara keselamatan dan perkembangan anak, atas dasar 
pertimbangan bahwa anak-anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga baik-baik 
sebab mereka akan mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan.  
Selanjutnya anak merupakan generasi umat yang akan menentukan corak 
umat di masa yang akan datang akan tetapi kualitas anak-anak itu sendiri ditentukan 
oleh kedua orang tuanya dengan cara melaksanakan tugas dan kewajiban dalam 
mengasuh anak dengan baik. 
3. Urutan Pelaku 
Dalam hal terjadinya perceraian, selama tidak ada hal-hal yang melarang 
dan anak belum memiliki kemampuan untuk memilih, ibulah yang paling berhak 
untuk mengasuh anaknya, karena ibu mempunyai kasih sayang yang lebih. Di 
samping itu wanita pada umumnya lebih sering di rumah sedang laki-laki banyak 
mempunyai pekerjaan di luar rumah.
11
  
                                                          
10
Kementerian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Bumi Restu, 1997), h.  
11
as-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, VIII: 205. 
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 Apabila ibunya menikah maka praktis hak h}ad}a>nah tersebut beralih 
kepada ayahnya, alasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa apabila ibu anak 
tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada 
suaminya yang baru dan mengalahkan atau mengorbankan anak kandungnya.
12
  
  Demikian pula seharusnya dengan bapak, karena kalau bapak kawin dengan 
perempuan lain maka besar kemungkinan besar pula perhatiannya kepada istrinya dan 
inipun dapat mengurangi bahkan mengabaikan hak h}ad}a>nah nya. Namun para 
ulama belum ada yang memberikan syarat ini (tidak kawin dengan perempuan lain) 
berlaku pada pelaku h}ad}a>nah laki-laki, mungkin karena bapak dalam keluarga. 
adalah sebagai kepala rumah tangga sehingga mempunyai otoritas yang lebih dari 
perempuan. Juga tidak ada nas yang jelas dan tegas dalam hal ini, sebagaimana 
nas}s} pada pelaku h}ad}a>nah perempuan. kategori anak yang dimaksud adalah 
seorang anak yang sudah mampu membantu ibunya mengambil air disumur, yang 
diperkirakan berumur diatas tujuh tahun atau mumayyi>z. Dengan demikian hadis 
diatas menunjukkan bahwa anak yang sudah mumayyi>z atau sudah dianggap 
mampu menentukan pilihan sendiri diberi hak untuk memilih sendiri.
13
  
  Dalam hal urutan-urutan orang yang berhak melakukan hadanah mazhab 
syafii menetapkan 3 kemungkinan yaitu: 
a. Apabila anak mempunyai kerabat laki-laki dan perempuan, maka didahulukan 
ibu dari pada ayah. Kemudian ibu dari ibu dan seterusnya keatas dengan 
syarat ada hubungan hak waris dengan anak. Apabila mereka tidak ada 
hubungan hak waris maka ayah yang lebih berhak melakukan hak 
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h}ad}a>nah. Kemudian ibu dari ayah dan seterusnya ke atas dengan syarat 
ada hubungan waris. Apabila pada tingkat ini tidak ada, maka yang berhak 
adalah kerabat yang paling dekat dengan ketentuan kerabat yang perempuan 
didahulukan dari kerabat laki-laki. Apabila mereka juga tidak ada, maka yang 
berhak adalah keturunan menyamping seperti: saudara perempuan, saudara 
laki dan seterusnya. 
b. Apabila anak hanya mempunyai keluarga perempuan saja maka ibu di 
dahulukan, kemudian ibu dari ibu, ibu dari ayah dan seterusnya keatas. 
Kemudian saudara perempuan, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari 
saudara perempuan, saudara perempuan ayah, anak dari saudara perempuan 
ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki ibu, dengan ketentuan 
didahulukan yang sekandung dari pada yang tidak, dan didahulukan yang 
seayah dari pada seibu. 
c. Apabila anak hanya mempunyai keluarga yang laki-laki saja, mereka 
didahulukan ayah, kemudian kakek, saudara laki-laki kandung seayah, 
saudara laki-laki dari ayah yang sekandung atau seayah, kemudian anak dari 
saudara laki-laki ayah.
14
 
Karena pertimbangan itulah, maka Islam telah menekankan pentingnya 
pemeliharaan anak. Al-Qur’an menetapkan aturan-aturan tentang perlindungan anak, 
menetapkan tuntutan tingkah laku sepanjang hidupnya. 
4. Syarat-syarat 
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 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Cet. ke-3; Jakarta: Bulan 
Bintang, 1993), h. 141-142. 
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H}ad}a>nah dimaksudkan untuk mempersiapkan anak ke dalam kondisi, baik 
secara fisik maupun mental. Menjadi kewajiban bagi orang yang mengasuh untuk 
menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak yang diasuhnya dengan  
emperhatikan ke-mas}lah}atan, yakni dengan adanya kecakapan dan kecukupan. 
Oleh karena itu, untuk dapat menyelenggarakan hal itu diperlukan cara-cara tertentu 
yang harus dimiliki oleh pelaku h}ad}a>nah. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak 
terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan h}ad}a>nah. 
Syarat-syarat itu antara lain: 
a. Baligh, bahwa pelaku hadanah harus balig, sebab anak kecil sekalipun sudah 
tamyiz, tetap masih membutuhkan orang lain untuk mengurusi urusannya dan 
mengasuhnya. Karena itu, ia tidak boleh mengurusi orang lain.
15
 
b. Berakal sehat, orang gila dan orang kurang waras akalnya tidak boleh 
melakukan h}ad}a>nah. Karena mereka tidak dapat mengurusi urusannya 
sendiri dan masih membutuhkan orang lain untuk mengurusnya.
16
 
c.  Mampu melakukan tugas pengasuhan anak, orang yang karena lemah 
badannya, sakit, cacat jasmaninya, atau sudah tua dan tidak mampu  
melakukan tugas untuk mengasuh anak, maka tidak berhak melakukan 
hadanah.
17
 
d. Memiliki sifat amanah dalam mendidik anak. Sebab orang yang curang atau 
tidak memiliki sifat amanah tidak aman bagi anak yang di asuhnya dan tidak 
dapat dipercaya untuk melakukan kewajibannya dengan baik. Bahkan 
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17
Zakariya Ahmad al-Barry, Hukum Anak dalam Islam, h. 57. 
21 
 
mungkin anak itu akan meniru atau berkelakuan seperti orang yang 
mengasuhnya.
18
 
e. Merdeka (bukan budak), karena budak tidak berkuasa atas dirinya sendiri 
(berada di bawah kekuasaan tuannya), sehingga tidak mampu mengurusi 
urusan orang lain.
19
 
f. Jika pelaku h}ad}a>nah ibunya ,maka disyaratkan dia belum menikah dengan 
laki-laki lain, apabila ia menikah maka gugur hak asuhnya. 
g. Islam, fuqaha>’ berbeda pendapat mengenai syarat ini. Fuqaha>’ maz|hab 
Sya>fi’I> dan H}anbali> mensyaratkan Islam bagi pelaku h}ad}a>nah, 
sehingga seorang istri yang kafir tidak berhak melakukan h}ad}a>nah 
terhadap orang Islam, karena tidak ada h}ak walayah terhadapnya dan 
dikhawatirkan akan menyesatkan anak dari agamanya. Sedang fuqaha>’ 
maz|hab H}anafi> dan Ma>liki> tidak menyaratkan Islam bagi pelaku 
h}ad}a>nah karena Rasulullah telah memberikan hak pilih kepada seorang 
anak untuk diasuh oleh ayahnya yang Islam atau ibunya yang  kafir. Di 
samping itu dasar h}ad}a>nah adalah kasih sayang dan hal itu tidak akan 
terpengaruh dengan adanya perbedaan agama.
20
 
Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak seseorang 
akan gugur. Ulama berbeda pendapat mengenai apakah hak h}ad}a>nah kembali 
kepada seseorang jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi atau kembali, yaitu: 
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20
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22 
 
a. Ulama>’ maz|hab Ma>liki> berpendapat bahwa jika gugurnya hak itu karena 
uzur, seperti sakit, tidak mempunyai tempat tinggal atau pergi haji, kemudian 
penghalang itu telah hilang, maka hal tersebut kembali lagi kepadanya, tetapi 
jika penghalang itu berupa menikahnya ibu dengan laki-laki lainnya yang 
bukan mahram anak atau bepergian dengan tanpa uzur kemudian penghalang 
itu hilang, yakni dengan adanya perceraian baik karena talak, fasakh, maupun 
meninggalnya suami atau telah kembali dari bepergian, maka hak tersebut 
tidak bisa kembali lagi kepadanya, karena menurut maz|hab ini penghalang 
dalam h}ad}a>nah adalah unsur yang idtira>ri. 
b. Jumhu>r (H}anafiyyah, Sya>fi’iyyah dan H}ana>bilah) berpendapat bahwa 
jika hak h}ad}a>nah itu gugur karena adanya penghalang, maka hak itu 
kembali lagi kepadanya setelah penghalang itu hilang, baik penghalang 
idtira>ri (tidak dapat diusahakan, seperti sakit) maupun penghalang yang 
ikhtiya>ri (dapat diusahakan, seperti menikah lagi, bepergian atau fasiq). 
5. Tenggang waktu 
Ulama sepakat hak h}ad}a>nah terhadap anak dimulai sejak anak masih kecil 
sampai tamyi>z. Dan mereka berbeda pendapat apakah hak h}ad}a>nah itu tetap 
setelah masa tamyi>z. Menurut ‘ulama>’ Sya>fi’iyyah, tidak ada batasan masa 
waktu tertentu untuk mengasuh anak. Anak akan tetap tinggal bersama ibunya sampai 
bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibunya atau bapaknya. Apabila anak 
sudah sampai pada tingkat ini dia disuruh memilih apakah akan tinggal bersama 
ibunya atau bapaknya. Kalau seorang anak laki-laki memilih tinggal bersama dengan 
ibunya, maka boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya 
disiang hari, agar bapak bisa mendidiknya, jika anak itu perempuan maka ia boleh 
23 
 
tinggal bersama ibunya siang dan malam, tetapi bila anak memilih tinggal bersama 
ayah dan ibunya maka dilakukan undian, bila anak diam (tidak memberi pilihan) 
maka anak diputuskan ikut bersama ibunya.
21
 
Sementara menurut ‘ulama>’ Ma>likiyah, masa asuhan anak laki-laki adalah 
dari lahir sampai baliq, sementara masa asuhan anak perempuan adalah sampai 
menikah dan di-dukhuli oleh suaminya. Adapun masalah khiyar, Sya>fi’I> 
berpendapat bahwa anak laki-laki yang sudah berumur 7 (tujuh) tahun, maka berhak 
memilih antara ibu dan bapaknya. Menurut maz|hab Ma>likiyah dan H}anafiyah 
tidak ada khiyar, akan tetapi jika anak sudah mampu berdiri sendiri, makan, 
berpakaian dan beristinja’ sendiri, maka ayah lebih berhak terhadapnya.22 
Mengenai hak khiyar anak perempuan, Sya>fi’I> mendasarkan bahwa apabila 
anak laki-laki punya hak khiyar maka anak perempuan juga mempunyai hak yang 
sama. Sedang Abu> H}anifah berkata ibu lebih berhak kepadanya sampai haid dan 
menikah. Ma>likiyah juga berpendapat bahwa ibu lebih berhak kepadanya sebelum 
menikah dan di dukhuli oleh suaminya, sebab tidak ada hukum yang menyuruh 
mereka untuk memilih, dan tidak mungkin dipisahkan dari ibunya. Maka ibu lebih 
berhak terhadapnya sebagaimana sebelum berumur tujuh tahun.  
Kedudukan Imam (Pemimpin) terhadap rakyatnya sama halnya dengan 
kedudukan wali terhadap anak yatim.
23
 Sehingga dapat dikatakan bahwa 
pertimbangan kemaslahatan sangat dituntut dalam konsepsi hukum Islam dengan 
syarat kemasalahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang seutuhnya. Oleh 
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karena itu faktor pertimbangan maslahat yang dijadikan kerangka acuan penetapan 
hak khiyar anak haruslah yang sesuai dengan kepentingan anak dan bukan 
kepentingan orang tua.  
Lain dari pada itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur masalah 
hadanah lebih rinci dalam pasal 105 huruf (a) dan (b) sebagai berikut: 
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 
adalah hak ibunya. 
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadanah nya.24 
6. Nafkah dalam Hadanah 
Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua 
untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan 
hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan 
berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafaqah anak tersebut bersifat 
kontinyu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa 
yang telah mampu berdiri sendiri.
25
Ongkos pengasuhan sama halnya dengan ongkos 
menyusukan anak. Kedua ongkos tersebut termasuk bagian kewajiban memberi 
nafaqah}, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:  
a. Apabila suami istri masih terikat dengan tali perkawinan atau istri dalam masa 
‘iddah karena dicerai oleh bapak si anak maka istrinya hanya mendapat 
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nafaqah} nya sebagai seorang istri atau nafaqah} karena menjalani masa 
‘iddah. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah/2: 233 : 
                                
                              
                                   
                                     
                           
Terjemahnya: 
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. 
seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 
apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan 
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
melihat apa yang kamu kerjakan.
26
 
b. Dan apabila ibu telah menjalani masa ‘iddahnya ia tidak berhak lagi 
menerima nafaqah} dari bekas suaminya, karena itu ia mendapat ongkos 
susuan dari ayah anaknya, firman Allah dalam Qs. At-Thalaaq/65 : 6 : 
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                          
                             
                       
Terjemahnya: 
  Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 
ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 
kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 
itu) untuknya.
27
 
c. Apabila yang melaksanakan pengasuhan itu selain dari pada ibu, ia berhak 
mendapat ongkos hidup anak, karena ia terikat dengan tugas melaksanakan 
pengasuhan itu. 
Dalam hal pengasuh enggan melaksanakan kewajibannya atau mau 
melaksanakan pengasuhan asal diberi ongkos yang wajar,sedangkan orang lain ada 
yang suka rela mengasuh anak itu tanpa ongkos. Maka pengasuhan anak dapat 
diserahkan kepada pengasuh yang suka rela itu.
28
 
B. Konsep Hak Asuh Anak dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia 
Mengenai pentingnya hak asuh anak guna mencapai tujuan yang diinginkan 
yaitu perkembangan anak yang baik, maka UU No. 39 Tahun 1999 yang diatur dalam 
pasal 51 (2) menyebutkan bahwa setelah putusnya perkawinan seorang wanita 
mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua 
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hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan 
terbaik anak. Hal di atas begitu pentingnya peran orang tua dalam pengasuhan 
sebagai usaha untuk menumbuhkembangkan anak. Sehingga peran orang tua dalam 
hal ini tidak boleh dikesampingkan. 
C. Konsep Hak Asuh Anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak 
Perwujudan adanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
merupakan usaha negara dalam melindungi anak untuk menjamin terpenuhinya hak-
hak anak untuk hidup. Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dimana 
di dalamnya terdapat potensi sebagai generasi muda bangsa yang memiliki peran 
yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, seperti yang 
diperjuangkan para pahlawan terdahulu. 
Dalam UU  No. 23 Tahun 2002 disebutkan dalam pasal 26 mengenai begitu 
pentingnya peran orang tua terhadap kesejahteraan anak. Hal tersebut tercantum 
dalam pasal 26 dan pasal 30. Disebutkan dalam pasal 26,pada prinsipnya orang tua 
adalah sebagai subjek penting dalam pencapaian tumbuh kembang yang baik bagi 
anak. Sedangkandalam pasal 30 mengenai kuasa hak asuh orang tua terhadap anak 
dapat dicabut kuasa asuhnya, jika sebagai orang tua melalaikan tanggung jawabnya 
terhadap kesejahteraan anak sebagaimana yang dimaksud pasal 26. Akan tetapi hal 
tersebut tidak menghapuskan hubungan darah antara anak dan orang tua serta tidak 
menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai penghidupan anak sesuai 
dengan kemampuannya sebagaimana yang disebut dalam pasal 32. 
Mengenai Hak dan Kewajiban Anak, diatur dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 pasal 4 sampai dengan pasal 18 dimana 
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semua pasal itu menerangkan hak-hak yang harus diterima sebagai anak. Diantara 
hak-hak anak itu antara lain adalah : 
1) Dalam pasal 4 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, 
tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
2) Dalam pasal 6 disebutkan bahwa setiap anak berhak beribadah menurut 
agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan 
usianya, dalam bimbingan orang tua. 
3) Dalam pasal 8 disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhanfisik, mental, spiritual, 
dan sosial. 
4) Dalam pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh 
pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembanganpribadinya dan 
tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. 
5) Dalam pasal 10 disebutkan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan 
didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikaninformasi sesuai 
dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai 
dengannilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 
6) Dalam pasal 13 disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan 
orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas 
pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, 
eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, 
kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan danperlakuan salah lainnya. 
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Mengenai Perlindungan Agama anak, diatur dalam Pasal 42 dan pasal 43 UU 
No. 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak. Pasal 42 (1)berbunyi bahwa setiap 
anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sedangkan dalam 
Pasal 42 (2) menyebutkan bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya maka 
agama anak tersebut ikut orang tuanya. 
Sedangkan UU No. 23 Tahun 2002 pasal 43 (1)menyebutkan Negara, 
pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial menjamin 
perlindungan anak dalam menjalankan agamanya. Pasal 43 (2) 
menyebutkanperlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) meliputipembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama 
bagi anak. 
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BAB III 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK 
Dalam sebuah perceraian, entah alasan apapun, anak adalah pihak yang paling 
disayangkan untuk dikorbankan. Anak secara langsung maupun tidak langsung 
mengalami beberapa permasalahan, salah satunya adalah hak asuh bagi dirinya. Islam 
adalah agama yang membolehkan perceraian, namun juga sangat menyayangkan 
sebab dikatakan bahwa "Cerai adalah perkara yang dibolehkan, namun dibenci 
Allah". Sementara itu tanggung jawab menafkahi anak, baik dalam rumah tangga, 
maupun sudah cerai, adalah tanggung jawab sang ayah. 
Hak asuh anak terletak pada sang ayah dan pengadilan memiliki hak untuk 
memaksa si ayah mencukupi kebutuhan si anak, jika diperlukan. Jumlah nominalnya 
dapat ditentukan dan harus disesuaikan dengan pendapatan sang ayah. 
Dalam al-Qur'an disarankan agar pasangan yang berpisah tersebut 
bernegosiasi dengan adil dan terbuka mengenai masa depan si anak. Sementara untuk 
masalah tinggal, Islam menyarankan agar si anak diasuh oleh seorang Muslim yang 
imannya kuat, sehat secara jiwa dan raga. Aturan Islam lebih fleksibel untuk masalah 
kepada si ayah atau ibu anak itu dirawat, tergantung pada kondisi keduanya dan 
peraturan daerah setempat. Biasanya disaranakan agar anak-anak di bawah usia 
tertentu diasuh oleh sang ibu, sementara yang lebih tua pada sang ayah. Untuk anak 
perempuan, biasanya hak asuh akan jatuh ke ibu. Bagaimanapun juga, aturan yang 
digaris bawahi oleh Islam adalah si anak terpenuhi kebutuhannya secara fisik dan 
emosional. 
 
32 
 
A. Konsep Hak Asuh Anak dalam Perspektif  Fikih 
Dalam Hukum Islam, hak pengasuhan anak dikenal dengan hadanah,
1
 dalam 
Islam telah diatur bagaimana aturan dalam pengasuhan anak. Sehingga dapat 
mengantisipasi hal-hal yang ditimbulkan akibat terputusnya perkawinan serta 
menimbulkan dampak yang buruk bagi anak itu sendiri disamping beban psikologis 
yang harus ditanggung si anak akibat perceraian orang tuanya. 
Didefinisikan oleh para ahli Fikih bahwa kata “hadanah” adalah melakukan 
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah 
besar, tetapi belum mumayyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang 
menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, 
mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup 
dan memikul tanggungjawabnya.
2
 
Islam memberlakukan hak asuh sebagai wujud untuk memberikan yang 
terbaik untuk anak. Karena, jika anak akibat perceraian itu dibiarkan serta tidak diberi 
perlindungan dan pemeliharaan, maka kondisi anak akan terganggu. Suatu hal wajib 
bagi orang tua untuk menjaganya walaupun sudah terpisahkan dengan perceraian. 
Anak merupakan karunia Allah swt. yang sangat mulia, yang keberadaannya sangat 
diharap-harapkan oleh orang tua. 
Hadanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam 
hadanahterkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani disamping pula 
pengertian mengenai pendidikan, sedangkan tarbiyah hanya mengandung pendidikan 
                                                          
1
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI (Jakarta : Kencana, 2004), h. 
292. 
2
Sayyid Sabiq,  Fikih Sunnah 8 (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), h. 173. 
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saja. Demikian halnya mengenai pemegang hadanahmaupun tarbiyah. Jika 
hadanahdilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika si anak sudah tidak mempunyai 
keluarga. Sedangkan tarbiyah boleh dilakukan oleh siapapun.
3
  
B. Hadanah Menurut Hukum Islam di Indonesia 
“Islamic Law” merupakan istilah yang digunakan oleh ahli hukum Barat atau 
istilah Indonesianya adalah “Hukum Islam”, sebagai terjemahan dari asy- Sya>ri’ah 
al-Isla>mi> Istilah al-H}ukm al-Isla>m tidak dijumpai di dalam al-Qur’an maupun 
as-Sunnah. Penggunaan yang ditemukan adalah kata Sya>ri’ah yang dalam 
penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Adapun yang dimaksud dengan sya>ri’ah 
adalah peraturan yang telah ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah kepada Nabi 
Muhammad saw. untuk manusia yang mencakup tiga bidang, yaitu keyakinan, 
perbuatan, dan akhlak.41 Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah 
hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum 
adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui 
oleh Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.
4
 
Hukum Islam di Indonesia merupakan seperangkat peraturan-peraturan yang 
diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam ke empat produk hukum Islam yaitu: 
fiqh, fatwa, keputusan Pengadilan dan Undang-Undang yang dipedomani dan 
diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.
5
 Dalam  bahasa hukum keempat produk 
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Pustaka, 1989), h. 39. 
5
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 9. 
34 
 
hukum Islam tersebut dikategorikan ke dalam sumber sumber hukum formal, yaitu: 
Undang-undang (statute), Kebiasaan (costum), Keputusan-keputusan Hakim 
(Jurisprudentie), Traktat (treaty), Pendapat Sarjana Hukum (doktrin).
6
  
Hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah segala peraturan 
perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan h}ad}a>nah, yaitu Intruksi 
Presiden (InPres) No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-
Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.  
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat beberapa pasal tentang 
pemeliharaan anak, dan untuk lebih jelasnya penyusun kemukakan pasal-pasal 
tersebut sebagai berikut: 
BAB XIV 
PEMELIHARAAN ANAK 
Pasal  98 
(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, 
sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau  belum  
pernah melangsungkan perkawinan. 
(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di 
dalam dan di luar pengadilan. 
(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang 
mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak 
mampu. 
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Pasal 105 
Dalam hal terjadi perceraian: 
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyi>z atau belum berumur 12 tahun 
adalah hak ibunya. 
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyi>z diserahkan kepada anak untuk 
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. 
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 
Pasal 156 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
a. Anak yang belum mumayyi>z berhak mendapatkan hadanahdari ibunya, 
kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan 
oleh: 
1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 
2. ayah; 
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 
6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 
b. Anak yang sudah mumayyi>z berhak memilih untuk mendapatkan 
hadanahdari ayah atau ibunya. 
c. Apabila pemegang hadana hternyata tidak dapat menjamin keselamatan 
jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, 
maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat 
memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak 
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hadanahpula. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan 
ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 
dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). 
d. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan 
Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d). 
Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan 
jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut 
padanya.
7
 
Kemudian, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, terdapat pula beberapa 
pasal tentang pemeliharaan anak, yaitu; 
BAB VIII 
Pasal 41 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 
anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya. 
b. Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak 
dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 
ikut memikul biaya tersebut. 
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. 
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Pasal 98, 105 dan 156. 
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BAB X 
Pasal 45 
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya. 
(2) Kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu 
kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun 
perkawinan antara kedua orang tua putus. 
Pasal 47 
(1) Anak yang belum dewasa mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 
belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang 
tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 
(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam 
dan di luar pengadilan.
8
 
Demikian juga dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang 
No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, terdapat beberapa pasal tentang 
pemeliharaan anak, yaitu; 
BAB IV 
Pasal 78 
Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan 
dapat: 
a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami; 
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan 
anak. 
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Pasal 86 
(1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama 
suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun 
sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
9
 
 
Terbentuknya aturan-aturan hukum Islam yang ada dalam peraturan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia, tidak lepas dari adanya pemikiranpemikiran ulama 
yang termaktub dalam kitab-kitab fikih dengan kata lain mengacu pada ijtihad ulama 
sebelumnya. Dengan tidak melihat satu mazhab saja artinya yang menjadi tolok ukur 
dalam hukum Islam di Indonesia adalah kesesuaian dengan nilai-nilai kultur di 
Indonesia. 
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BAB IV 
DASAR HUKUM DAN  PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MEMUTUSKAN  HAK ASUH ANAK DALAM  PUTUSAN  
CERAI TALAK KARENA ISTRI MURTAD 
 
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak dalam 
Perspektif Fikih 
Dalam hal penentuan hak asuh anak mengenai dasar hukumnya yang diambil 
oleh Hakim Pengadilan Agama adalah kutipan dari Kitab Kifayatul Akhyar Juz II”, 
karangan Imam Taqiyyuddin  yang artinya: 
Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadanah ada 7, yaitu : 
berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, menetap, dan 
tidak bersuami baru. Apabila kurang satu dari syarat-syarat tersebut, maka 
gugur hak asuh anak.1 
Dalam  menetapkan hak asuh anak karena istri murtad, Hakim Pengadilan 
Agama merujuk pada madzhab Syafi’i yang berpendapat bahwa hak asuh anak tidak 
diperkenankan bagi orang kafir. Sama halnya dimana seorang ibu dalam hal ini telah 
keluar dari agama Islam.  Ulama’ berbeda pendapat mengenai syarat Islam bagi 
pemegang hak asuh anak (hadanah). Ulama’ Syafi’iyah mensyaratkan Islam sebagai 
syarat bagi pengasuh atas anak Islam. Dalam Kitab “Raudlatut Tholibin Wa 'Umdatul 
Muftin” Karya Yahya bin Syarf An-Nawawi disebutkan bahwa “maka tidak berhak 
hak asuh (hadanah) bagi orang kafir atas anak muslim” 
Ulama’ Hanabilah juga mensyaratkan Islam sebagai syarat mutlak bagi 
pemegang hak asuh (hadanah) atas anak muslim. Dikarenakan barangkali 
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mengakibatkan fitnah atas agama anak tersebut. Dalam Kitab “Iqna‟ fi Fiqh Al-Imam 
Ahmad bin Hanbal” Juz II karya Imam Musa Al-Hijawi disebutkan: 
“Maka tidak berhak hak asuh (hadanah) bagi orang kafir atas anak muslim 
karena tidak ada wilayah bagi orang kafir atas anak muslim dan karena 
dimungkinkan mengakibatkan fitnah atas agama anak”2 
 
Sedangkan Ulama’ Hanafiyah tidak mensyaratkan Islam bagi pemegang hak 
asuh (hadanah) bagi anak muslim. Dalam Kitab “Al-Ikhtiyar li Ta‟lil Al Mukhtar” 
Juz IV dalam“Fasl fil Hadanah” karya Mahmud bin Mawdud Al-Musilli disebutkan: 
“Kafir dzimmi lebih berhak atas anaknya muslim selama tidak ditakutkan 
kekafiran anaknya” 
 
Akan tetapi dalam hal ini Imam Hanafi mensyaratkan bahwa yang 
dimaksudkan bukanlah kafirmurtad. Dalam Kitab “Ad Durr Al Mukhtar”dalam bab 
“Hadanah” Juz 3 karya Ibnu Abidin Al-Hanafi disebutkan : 
"(Hadanah tetap untuk ibu) yang senasab (meskipun) ibu itu kafir kitabi atau 
majusi (setelah pisah kecuali apabila ibu itu murtad)”3 
 
Adapun Menurut Ulama’ Malikiyah juga tidak mensyaratkan Islam bagi 
pemegang hak asuh (hadanah) atas anak muslim. Dalam Kitab “Syarh Al-Kabir”Juz 
II karya Abu Barakat Ahmad Ad menyebutkan : 
“Tidak disyaratkan Islam untuk seorang pengasuh baik laki-laki maupun 
perempuan”4 
Akan tetapi, Ulama’ Malikiyah berpendapat jika dikhawatirkan kerusakan 
pada anak yang diasuh, hak asuh (hadanah) anak tidak lantas pindah bagi pemegang 
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hak asuh yang Islam akan tetapi hak asuh itu tetap pada Ibu yang murtad tadi selama 
dalam proses pengasuhannya berada dilingkungan orang Islam. Disebutkan juga 
dalam Kitab “Syarh Al-Kabir”Juz II karya Abu Barakat Ahmad Ad Dardir: 
“Harus tinggal (bersama orang muslim) jika dikhawatirkan kerusakan pada 
anak tersebut seperti makan daging babi atau khamr, supaya orang-orang 
muslim tadi mengawasi orang yang mengasuh anak tersebut dan tidak boleh 
mengambil anak tersebut dari pengasuh. Dan tidak disyaratkan dilingkungan 
mayoritas muslim, akan tetapi, satu orang muslim sudah cukup”5 
Ulama’ Malikiyah tetap memberikan hak asuh (hadanah) anak kepada ibu 
yang kafir. Akan Tetapi, jika hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak 
negatif terhadap anak, maka disyaratkan untuk pengasuh (hadin)tinggal bersama 
orang muslim dan satu orang muslim cukup untuk mengawasinya agar tidak 
mengajarkan hal-hal yang buruk bagi anak (mahdun). 
Ibnu Rusyd dalam Kitab “Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid” 
mengatakan bahwa Jumhur Ulama’ sepakat mengenai hak asuh (hadanah) adalah hak 
ibu, hal ini berangkat atas dasar hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: 
“Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah SWT akan 
memisahkan orang tersebut dengan orang-orang yang dicintainya di hari 
kiamat” 
Menurut analisa penulis, tidak disyaratkannya Islam sebagai syarat pengasuh 
(Hadin) adalah berdasarkan kemungkinan keumuman hadis tersebut. Dalam hadis itu 
kata ةَِدلاَو tidak dibatasi apakah ibu muslim atau kafir. Jadi dalam pengasuhan 
diperbolehkan baik pengasuh muslim atau kafir. 
Sedangkan yang mensyaratkan Islam kemungkinan besar membatasi 
keumuman hadis tersebut dengan pertimbangan menutup bagi kemungkinan 
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munculnya kemadlorotan (saddudz dzari‟ah). Dalam Kamus Ushul Fikih, secara 
istilah saddudz dzari‟ah adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan 
untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang 
kepada kerusakan  yaitu dengan memahami kata ةَِدلاَو dalam hadist tersebut dengan 
batasan muslimah. Artinya sorang anak kecil yang iktu bersama ibunya yang kafir 
akan sangat besar kemungkinannya untuk mengikuti agama ibunya. Supaya hal itu 
tidak terjadi maka hadist di atas perlu diartikan secara khusus yaitu al walidah 
muslimah. 
Dari beberapa pendapat di atas, menurut penulis, pendapat Ulama’ Malikiyah 
adalah yang sesuai dengan kontekstual yang ada dalam masyarakat sekarang. Dimana 
ibu yang murtad tetap boleh mengasuh anaknya karena maksud dalam pengasuhan 
hanya berkaitan dengan memelihara anak (hifdlul) dan merawat anak (ri‟ayah). 
Apalagi jika anak itu masih balita yang sangat butuh sekali kasih sayang ibu. Namun 
apabila dikhawatirkan tidak menjamin agama anak, Ulama’ Malikiyah berpendapat 
bahwa ibu yang murtad tetap berhak mengasuh anaknya selagi ibu yang murtad harus 
tinggal dengan orang muslim (1 muslim cukup) supaya orang tersebut dapat 
mengawasinya. 
B. Penetapan No. 447/Pdt.G/2003/PA.Sal tentang Hak Asuh Anak dalam 
Perspektif Hukum Positif di Indonesia 
1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perspektif KHI dan UU Perkawinan 
No.1 Tahun 1974 
Berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dari hasil 
wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara tersebut. 
Muhlisoh  mengatakan : 
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a. Dalam hal hak asuh anak pada dasarnya pihak ibu adalah yang berhak 
mendapatkan hak asuh. Akan tetapi karena ibu keluar dari agama Islam, maka 
hak itu otomatis gugur. 
b. Walaupun dalam undang-undang tidak ada hukum yang berkaitan dengan 
pengasuhan anak bagi ibu yang murtad, maka Hakim disini menggunakan 
ijtihad berdasarkan hukum yang lain. 
c. Dasar Hakim dalam menentukan hak asuh ini berpegangan dengan dasar 
hukum secara hukum Islam, yaitu dengan dasar untuk mempertahankan 
aqidah anaktidak lain untuk menjaga kelangsungan kepentingan dan 
perlindungan aqidah agama anak. 
d. Dalam hal ibu yang kehilangan hak asuh bukan berarti kehilangan hak dan 
tanggungjawabnya terhadap anak tersebut. Sehingga tetap boleh mencurahkan 
kasih sayangnya kepada anak. 
Beberapa hukum yang digunakan Hakim dalam menetapkan perkara hak asuh 
anak adalah merujuk pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 
huruf a, Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 41 huruf a Undang-
Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berbunyi : 
“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan 
mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”6 
Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam  yang berbunyi : 
“Dalam halterjadinya perceraian: 
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 
adalah hak ibunya. 
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b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya. 
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” 
Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf a berbunyi : “Akibat putusnya 
perkawinan karena perceraian ialah : (a) anak yang belum mumayyiz berhak 
mendapatkan hadanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka 
kedudukannya digantikan oleh : Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 
Ayah; Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; Saudara perempuan dari 
anak yang bersangkutan; Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari 
ayah. 
Bunyi ketiga pasal di atas menunjukkan bahwa kiranya permasalahan hak 
asuh anak ketika ibu murtad belum bisa dipecahkan. Karena pasal-pasal tersebut 
hanya mengatur hak asuh anak ketika belum mumayyiz dan setelah mumayyiz, dan 
hak asuh anak ketika ibu meninggal dunia. Hakim Pengadilan Agama, dalam 
menetapkan perkara tersebut, Hakim berpegangan pada pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : 
“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”7 
Ketika dasar hukum yang biasanya digunakan di Pengadilan Agama belum 
diatur, maka Hakim disini sebagai penegak hukum dan keadilan di wilayah hukum 
Indonesia wajib menggali berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia. 
Menurut Hakim, yang perlu digaris bawahi bahwa hukum yang berlaku di 
masyarakat ini adalah hukum masyarakat Islam. Karena sesuai dengan pasal 1 
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Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 
Tahun 1989 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah 
peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka 
Hakim harus berpijak pada Hukum Islam yang digali dari Al-Qur’an, Hadist, serta 
ijtihad para Ulama’ yang secara faktual telah menjadi bagian dari hukum yang hidup 
dalam masyarakat Islam di Indonesia. 
Hal itu diperkuat lagi dengan keputusan Rapat Kerja Mahkamah Agung, 
Departemen Agama dan ketua-ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia II 
(RAKER MAHDEPAG & PTA II), bagi Pengadilan Agama, sejauh hukum tertulis 
belum ada, dapat menggunakan aturan-aturan yang bersumber pada Al-Qur’an, 
Hadist, Fikih dan Kaedah Fikih. Maka, untuk merealisasikan itu diperlukan ijtihad 
dari para Hakim Pengadilan Agama, sehingga hukum yang termuat dalam Al-Qur’an, 
Hadist dan himpunan  ijtihad para Ulama’ dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai 
dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. 
C. Pertimbangan  Hakim dalam Perspektif  UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 
dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Akibat Perceraian 
karena Murtad 
a. Analisis dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 
Hak Asasi Manusia  adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan 
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 
hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 
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martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU 
No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).
8
 
Pelanggaran Hak Asasi Manusia  adalah setiap perbuatan seseoarang atau 
kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau 
kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan 
atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh 
Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh 
penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang 
berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). 
Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:
9
 
1. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, 
meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, 
sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan 
sehat. 
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk 
membentuk kelaurga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 
syah atas kehendak yang bebas. 
3. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak 
pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk 
membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 
4. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk 
memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan 
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gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta 
diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan 
hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif  oleh Hakim yang 
jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar. 
5. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan 
mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, 
memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih 
kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan 
bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. 
6. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta 
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu. 
7. Hak atas  kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, 
bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta 
mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, 
kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi 
dan memperjuangkan kehidupannya. 
8. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta 
dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih 
secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan. 
9. Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam 
jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan 
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perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan 
khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang 
dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya. 
10. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, 
masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam 
rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan 
hukum. 
Masalah hak asasi manusia menurut para sarjana yang melakukan penelitian 
pemikiran Barat tentag negara dan hukum, berpendapat bahwa secara berurut 
tonggak-tonggak pemikiran dan pengaturan hak assasi manusia mulai dari Magna 
Charta (Piagam Agung 1215), yaitu dokumen yang mencatat beberapa hak yang 
diberikan raja John dari Inggris kepada bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. 
Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan raja tersebut. Kedua adalah Bill of Right 
(Undang-Undang Hak 1689) suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen 
Inggris, setelah dalam tahun 1688 melakukan rrevolusi tak berdarah (the glorius 
revolution) dan berhasil melakukan perlawanan terhadap raja James II. Menyusul 
kemudian The American eclaration of Indepencence of 1776, dibarengi dengan 
Virginia Declaration of Right of 1776, seterusnya Declaration des droits de I’homme 
et du citoyen (pernyataan hak-hak manusai dan warga negara, 1789) naskah yang 
dicetuskan pada awal revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap kesewenang-
wenangan raja dengan kekuasaan absolut. Selanjutnya Bill of Right (UU Hak), 
disusun oleh rakyat Amerika Serikatr pada tahun 1789, bersamaan waktunya dengan 
revolusi Perancis, kemudain naskah tersebut dimasukkan atau doitambahkan sebagai 
bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika Serikat pada tahun 1791.  
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Beberapa pemikiran tentang hak asasi manusia pada abad ke 17 dan 18 di atas 
hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja, misalnya persamaan hak, 
kebebasan, hak memilih dan sebagainya. Sedangkan pada abad ke 20, ruang lingkup 
hak asasi manusia diperlebar ke wilayah ekonomi, sosial, dan budaya.  
Berdasar naskah-naskah di atas, Franklin Delano Roosevelt (Presiden 
Amerika ke-32) meringkaskan paling tidak terdapat Empat Kebebasan (The Four 
Freedoms) yang harus diakui, yakni (1) freedom of speech (kebebasan untuk 
berbicara dan mengeluarkan pendapat, (2) freedom of religion (kebebasan beragama), 
(3) freedom from want (kebebasan dari kemiskinan), dan (4) freedom from fear 
(kebebasan dari rasa takut).10   
Jika dilihat lebih seksama, semua yang termasuk isi utama dari naskah-naskah 
politik di atas, yang berkaitan dengan hak asasi manusia, terdapat dalam al-Qur’an, 
sedangkan Empat Kebebsan terdapat dalam Konstitusi Madinah, baik tersirat maupun 
tersurat. Kendati demikian, Konstitusi Madinah yang sudah tersurat pada tahun 622 
(abad ke-7 M) dan al-Qur’an sudah selesai dikumpulkan dan ditulis sebagai kitab 
pada tahun 25 H (tahun 647 M) tetapi ternyata dalam studi tentang hak-hak asasi 
manusia oleh kebanyakan para sarjana tidak disinggung sama sekali. Padahal kalau 
dibandingkan dengan naskah-naskah di atas, semuanya tertinggal tujuh sampai tiga 
belas abad di belakang Konstitusi Madinah dan al-Qur’an. 
Secara historis, berbicara tentang konsep HAM menurut Islam dapat dilihat 
dari isi Piagam Madinah. Pada alenia awal yang merupakan “Pembukaan” tertulis 
sebagai berikut: 
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Terdapat sedikitnya lima makna pokok kandungan alenia tersebut, yaitu 
pertama, penempatan nama Allah swt. pada posisi terata, kedua, perjanjian 
masyarakat (social contract) tertulis, ketiga, kemajemukan peserta, keempat, 
keanggotaan terbuka (open membership), dan kelima, persatuan dalam ke-bhineka-an 
(unity in diversity). Hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat 
diklasifikasi menjadi tiga, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan hak mencari 
kebahagiaan. 
1. Hak untuk hidup 
Pasal 14 mencantumkan larangan pembunuhan terhadap orang 
mukmin untuk kepentingan orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir 
untuk membunuh orang mukmin. Bahkan pada pasal 21 memberikan ancaman 
pidana mati bagi pembunuh kecuali bila pembunuh tersebut dimaafkan oleh 
keluarga korban. 
2. Kebebasan 
Dalam konteks ini, kebebasan dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 
a. Kebebasan mengeluarkan pendapat 
Musyawarah merupakan salah satu media yang diatur dalam Islam 
dalam menyelesaikan perkara yang sekaligus merupakan bentuk 
penghargaan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat.  
b. Kebebasan beragama 
Kebebasan memeluk agama masing-masing bagi kaum Yahudi dan  
kaum Muslim tertera di dalam pasal 25. 
c. Kebebasan dari kemiskinan 
Kebebasan ini harus diatasi secara bersama, tolong menolong serta 
saling berbuat kebaikan terutama terhadap kaum yang lemah. Di 
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dalam Konstitusi Madinah upaya untuk hal ini adalah upaya kolektif 
bukan usaha individual seperti dalam pandanagn Barat. 
d. Kebebasan dari rasa takut 
Larangan melakukan pembunuhan, ancaman pidana mati bagi pelaku, 
keharusan hidup bertetangga secara rukun dan dami, jaminan 
keamanan bagi yang akan keluar dari serta akan tinggal di Madinah 
merupakan bukti dari kebebasan ini. 
3. Hak mencari kebahagiaan 
Dalam Piagam Madinah, seperti diulas sebelumnya, meletakkan nama 
Allah swt. pada posisi paling atas, maka makna kebahagiaan itu bukan hanya 
semata-mata karena kecukupan materi akan tetapi juga harus berbarengan 
dengan ketenangan batin.  
Walaupun tidak sampai pada tingkatan studi kritis dan dengan mencoba 
melakukan komparasi secara sederhana antara konsep hak asasi manusia yang 
tertuang dalam UU No. 39 tahun 1999 dengan konsep HAM dalam Islam melalui 
pendekatan relevansional maka studi ini bermaksud menjawab pertanyaan sejauh 
mana relevansi antar kedua konsep tersebut. Untuk melakukan kajian ini penulis 
membagi ke dalam beberapa domain, antara lain Ketuhanan Yang Maha Esa, 
keadilan, kesejahteraan bersama. Pengadilan dalam  menetapkan  tiap perkara harus 
wajib menjunjung keadilan. Sesuai dengan namanya bahwa pengadilan merupakan 
tempat untuk mencari  keadilan  bagi  masyarakat yang berperkara. Tentang wajibnya 
pengadilan untuk berbuat adil tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang No. 48 tahun 
2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilakukan 
“demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. 
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Mengenai hak dan tanggungjawab orang tua, beranjak dari Undang-Undang 
No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana dalam pasal 51 (2) disebutkan 
bahwa setelah putusnya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan 
tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan 
dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. 
Berdasarkan Penetapan Hak Asuh Anak dalam Perkara Cerai Talak No. 
447/Pdt.G/2003/PA yang dimana Hakim menjatuhkan hak asuh atas anak kepada 
pihak Ayah dan hasil dalam pemeriksaan persidangan telah menunjukkan terjadinya 
perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang bersumber dari perpindahan Agama 
bahwa kebanyakan perceraian yang timbul akibat dari perselisihan antara kedua belah 
pihak, dimungkinkan ketidakrukunan itu berlanjut setalah penetapan perceraian 
dijatuhkan. Hal ini bisa saja menghalangi ibu untuk bertemu dengan anaknya dalam 
mencurahkan kasih sayang. Dengan kata lain menyalahi hak asasi ibu untuk bertemu 
atau mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.  
Mengenai penafsiran Hakim atas pasal tersebut, bahwa dengan jatuhnya 
pengasuhan ke ayah, tidak boleh menghapuskan hak dan kewajiban pihak ibu untuk 
tetap menjaga dan mendidik anak demi kelangsungan kepentingan terbaik anak. Jika 
hal tersebut terjadi maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke 
pengadilan. 
Kedua, bahwa yang dimaksud dengan “hak dan kewajiban yang sama” 
sebagaimana yang tertulis dalam pasal 51 (2) adalah bukan dalam arti apa yang harus 
diterima pihak ayah harus juga diterima pihak ibu dalam hal ini mengenai 
pengasuhan. 
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Ketiga, pihak ibu yang dalam hal ini kehilangan hak asuh terhadap anaknya 
tetap boleh mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak. Bagaimanapun anak itu 
juga masih berumur 3 Tahun sehingga kasih sayang ibu masih sangat dibutuhkan 
anak. Tinggal bagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengaturnya. 
Hakim dalam menyikapi masalah hak asuh anak tetap menjunjung nilai 
kemanusiaan walaupun terhadap orang yang dibuktikan keluar dari agama Islam. Dan 
ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Dimana dalam penjelasan UU 
HAM, Negara dan pemerintah termasuk juga dalam hal ini Pengadilan Agama 
sebagai aparatur pemerintah bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, 
membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga Negara dan penduduknya 
tanpa diskriminasi. 
b. Analisis dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2002  dan KHI tentang 
Perlindungan Anak Akibat Perceraian karena Istri Murtad 
Hak anak merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan guna tumbuh 
kembang anak secara baik. Sehingga Undang-Undang dipandang perlu untuk 
melindungi hal-hal yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Dalam hal ini 
secara khusus mengenai perlindungan yang berkaitan dengan agama anak. 
Pertimbangan mengenai aqidah anak adalah yang terpenting untuk menjamin agar 
anak itu tetap pada agamanya. Jika hak pengasuhan diberikan kepada pihak yang 
telah keluar dari agama Islam, maka dikhawatirkan hak-hak mengenai agama anak 
akan terbengkalai. Hal ini didasarkan kaidah Ushul Fikih yang terdapat dalam Kitab 
Al-Asybah wa An-Nadloir fil Furu‟, karangan Jalaluddin Abdurrahman yang 
berbunyi : 
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“Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan.”11 
Bahwa kekhawatiran Hakim terhadap aqidah anak ketika diasuh oleh ibunya 
yang murtad lebih dijadikan pertimbangandaripada maslahatyang diperoleh anak itu 
ketika bersama ibunya. Karena ibu yang murtad diyakini dapat membawa dampak 
buruk pada aqidah anak. 
Pertimbangan Hakim di atas juga berdasarkan atas pasal 42 (2) bagaimana 
mengenai agama anak yang belum bisa menentukan pilihannya, maka agama anak 
adalah ikut orang tuanya. Walapun dalam pemeriksaan persidangan ditemukan 
perbedaan agama dari kedua orang tua anak, maka Hakim Pengadilan Agama 
berpendapat bahwa anak hasil perkawinan Islam maka dianggap sebagai anak Islam 
dan wajib menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Inilah yang 
digunakan Hakim dalam memandang penentuan agama anak. 
Dari gambaran di atas jelas bahwa pertimbangan Hakim mengenai hak asuh 
anak tetap mengupayakan untuk menjunjung hak anak dalam perlindungan 
agamanya. Pembahasan mengenai pengasuhan anak kembali muncul menjadi 
perhatian publik dengan berbagai latar belakang pemikiran, baik berdasarkan join 
custodian yang muncul pada akhir tahun 2007 maupun yang didasarkan pada 
jurigenic effect. Kedua pembahasan mengenai pengasuhan anak tersebut lebih 
mengedepankan fakta yang terjadi pada peradilan di dunia Barat yang tidak terpaku 
lagi untuk menetapkan pengasuhan seorang anak atas dasar peraturan perundang-
undangan. Join custodian lebih mengedepankan hubungan baik antara mantan 
pasangan suami isteri, sedangkan jurigenic effect mengedepankan pada realitas 
psikologis anak saat akan ditetapkan oleh majelis hakim.  
                                                          
11
Jalaluddin Abdurrohman. Al-Asybah wa An-Nadloir fil Furu (Surabaya : Hidayah, 1965), h. 
60. 
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Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan 
Agama maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama belum 
memberikan jawaban secara limitatif terhadap beberapa permasalahan hukum dalam 
menetapkan pengasuhan anak ketika kedua orang tuanya bercerai. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada dua pasal yang menentukan 
pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan 
anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz 
(kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika 
anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak 
untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Adapun Pasal 156 mengatur tentang 
pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan 
yang berhak mengasuh anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak 
memberikan perubahan yang berarti mengenai penyelesaian permasalahan 
pengasuhan anak. Nampaknya permasalahan pengasuhan anak seperti sangat 
sederhana dan akan cukup diselesaikan dengan Pasal 105 dan 156 KHI. Bahkan 
dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 349K/AG/2006 tanggal 3 
Januari 2007 mengenai kasus perceraian antara Tamara Bleszyinski dengan Teuku 
Rafly Pasya di mana salah satu amar putusannya menetapkan pengasuhan anak 
bernama Rassya Isslamay Pasya berada dalam pengasuhan ayahnya, telah 
memberikan corak hukum tersendiri dalam memberikan pertimbangan hukum 
pengasuhan anak di luar dari yang telah ditetapkan pada Kompilasi Hukum Islam, 
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dan ternyata terdapat beberapa permasalahan yang muncul di luar jangkauan kedua 
Pasal tersebut. Di antara permasalahan hukum itu adalah : 
1) Pengasuhan anak ketika orang tuanya bercerai yang disebabkan pihak isteri 
kembali ke agamanya semula (murtad). 
2) Kemungkinan adanya penyimpangan terhadap ketentuan tertulis tentang 
pengasuhan anak. 
Pengasuhan anak didasarkan atas pembagian hak yang sama, satu  untuk 
pihak suami dan  satu  untuk pihak isteri. Penilaian kembali terhadap usia anak yang 
dapat menentukan terhadap pilihan pengasuhan antara ibu atau ayahnya. 
Mahkamah Agung telah mengambil sikap untuk menetapkan pengasuhan 
anak, manakala pasangan suami isteri bercerai dan si isteri kembali ke agamanya 
semula. Anak tersebut ditetapkan pengasuhannya kepada pihak ayah dengan 
pertimbangan untuk mempertahankan akidah si anak. Sebagai contoh adalah putusan 
Nomor : 210K/AG1996 di mana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dapat 
disimpulkan bahwa masalah agama/aqidah merupakan syarat untuk menentukan 
gugur tidaknya hak seseorang Ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap 
anaknya yang masih belum mumayyiz.  
Pertimbangan tentang aqidah sebagai kelayakan untuk mengasuh anak 
merupakan pertimbangan dari sudut syar’i yang mengedepankan salah satu 
maqhosidusy syar’iyyah (tujuan syari’at Islam) yaitu menjaga keutuhan agama Islam 
dengan ditopang oleh beberapa hadits Rasulullah.  Di sisi lain perlu dicermati dari 
sudut pandang yuridis normatif, pertimbangan Mahkamah Agung tersebut setidaknya 
telah menyimpangi dari dua ketentuan hukum : 
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1) Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan pengasuhan anak 
dibawah umur (dibawah usia 12 tahun) berada dalam pengasuhan ibunya, 
tanpa pernah menyinggung permasalahan agama ibunya. Sebagai 
perbandingan pasal 116 huruf h, menyebutkan bahwa perceraian karena 
murtad itu dapat dilakukan apabila ternyata kemurtadan tersebut akan 
menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. Dalam pemahaman a 
contrario, manakala kemurtadan tersebut tidak menimbulkan perpecahan 
rumah tangga, maka si isteri berhak untuk mengasuh anak tersebut dalam 
naungan ikatan perkawinan yang syah. Oleh karenanya pasangan suami isteri 
tetap berhak mengasuh anak tersebut, meskipun salah satu pihak murtad. 
2) Ketentuan dari hukum Hak Asasi Manusia yang tertera pada Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 51 ayat (2) di mana 
setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung 
jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan 
dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. 
Seorang ibu maupun ayah mempunyai hak yang sama untuk mengasuh dan 
mendidik anaknya. Perlindungan hukum dalam koridor hak asasi manusia merupakan 
sesuatu hak yang universal, tanpa batas apapun dan berlaku bagi siapapun (tidak ada 
pertimbangan perbedaan agama, ras, suku maupun lainnya yang seringkali dijadikan 
momok untuk membedakan hak asasi seseorang dengan yang lainnya). Pengingkaran 
terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karenanya 
dari latar belakang pemikiran tersebut, ketidak bolehan seorang isteri murtad yang 
bercerai untuk mengasuh anaknya, adalah pelanggaran yang asasi bagi seorang ibu 
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untuk mengasuh anak yang ia kandung sendiri. Terlebih lagi manakala keadaan si 
anak masih sangat memerlukan pengasuhan ibunya (di usia balita). 
Latar belakang pemikiran maqoshidusy syar’i (tujuan disyari’atkannya agama 
Islam) dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dijelaskan oleh Achmad Djunaeni 
bahwa masalah aqidah merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak 
seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yangmasih belum 
mumayyiz. Atau dalam bahasa Syamsuhadi Irsyad, Mahkamah Agung menempatkan 
aqidah sebagai ukuran penentu kelangsungan atas keberlakuan hak hadlonah tersebut 
atau menjadi gugur karenanya Permasalahan yang kemudian muncul adalah, 
bagaimana menyelesaikan sengketa pengasuhan anak tersebut tanpa harus melanggar 
ketentuan hak asasi seorang perempuan yang kembali ke agamanya semula? 
Ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan menerangkan tentang adanya kemungkinan orang tua (ayah ibu) 
atau salah satunya dicabut kekuasaannya untuk waktu tertentu dengan alasan ia 
sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau ia berkelakuan buruk sekali. Hal 
ini menunjukkan bahwa penetapan pengasuhan anak terhadap salah satu dari kedua 
orang tuanya bukan merupakan penetapan yang bersifat permanen, akan tetapi 
sewaktu-waktu hak pengasuhan anak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain 
melalui pengajuan gugatan pencabutan kekuasaan ke Pengadilan.  
Apabila melihat adanya kebolehan terhadap pencabutan kekuasaan orang tua 
untuk waktu tertentu, maka secara gramatikal analogis boleh pula menetapkan 
pengasuhan anak terhadap salah satu pihak untuk jangka waktu tertentu. Oleh 
karenanya akanlah sangat bijak apabila seorang hakim dapat menetapkan pengasuhan 
anak belum mumayyiz kepada ibunya yang kembali ke agamanya semula dengan 
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memberikan jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini dapat diperhitungkan hingga 
anak tersebut mampu berinteraksi dan memahami agamanya, misalkan ditetapkan 
pengasuhan anak hingga anak mencapai usia 5 atau 7 tahun serta menetapkan 
pengasuhan berikutnya kepada si ayah. Dengan alternatif seperti ini, maka hakim 
dalam memberikan penetapannya tidak menyalahi ketentuan hak asasi dari pihak ibu 
dan juga tetap menjaga maqhosidusy syari’ah yaitu menjaga aqidah anak, karena 
ketika anak beranjak dewasa (memasuki masa mumayyiz) telah berada pada 
kekuasaan ayahnya. 
Pertimbangan seperti ini akan memberikan jalan tengah bagi berbagai pihak. 
Pertama untuk kepentingan anak yang masih kecil di mana masih benar-benar 
memerlukan kasih sayang ibunya (terutama dalam keadaan balita). Kedua untuk 
kepentingan ibunya yang secara asasi mempunyai hak yang sama untuk mengasuh 
anak. Ketiga bagi kepentingan ayahnya dalam hal memberikan pendidikan yang 
Islami, di mana si ayah akan dapat mempergunakan haknya supaya anak tersebut 
tetap berada dalam ajaran agamanya. 
Diskursus tentang kepastian hukum dan keadilan selalu berujung kepada sikap 
hakim untuk melihat kedudukan sumber hukum dari peraturan perundang-undangan 
atau dalam pandangan yang lebih luas selalu dilatar belakangi oleh sistem hukum 
yang berlaku. Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua faktor yang saling 
menunjang di dalam menjaga keserasian antara kepentingan-kepentingan di dalam 
masyarakat. Kepastian hukum lebih bersifat umum yang tercermin dalam bentuk 
peraturan maupun kaidah umum, sedangkan keadilan lebih bersifat khusus karena 
bersifat penghargaan bagi individu dalam masyarakat. 
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Selama ini seorang hakim, terlebih lagi bagi hakim tingkat pertama (judex 
factie) hampir tidak mungkin menyalahi suatu peraturan perundangundangan yang 
telah ada, karena jika hal demikian dilakukan selain dia menyalahi ketentuan 
peraturan juga telah menyalahi beberapa putusan hakim sebelumnya yang selalu 
memposisikan undang-undang sebagai sumber hukum. Dengan mengemukakan 
beberapa catatan, Ketua Mahkamah Agung RI (Prof Bagir Manan, SH MCL) 
memandang sistem hukum Indonesia tidaklah tepat digolongkan terhadap sistem 
hukum continental legal system atau civil legal system atau codified legal system. 
Dalam aliran hukum ini dikenal dengan sebutan legisme yang mengidentikan hukum 
dengan undang-undang. Di sisi lain ada sistem hukum Anglo Saxon, common law 
dengan aliran hukum frei rectsbewegung yang bertentangan dengan yang pertama. 
Pada hakekatnya common law adalah sebuah judge made law, artinya hukum yang 
dibentuk oleh peradilan hakim-hakim dan dipertahankan berkat kekuasaan yang 
diberikan kepada preseden-preseden (putusan) hakim-hakim. 
Secara yuridis, tradisi hukum Indoensia merupakan corak lain perpaduan dari 
sistem hukum Eropa continental dan Anglo Saxon. Hal ini dapat diketahui dengan 
melihat pasal 5 dan Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman yg menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain 
harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis 
yang dijadikan dasar untuk mengadili. 
Keharusan memuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan menunjukkan 
bahwa undang-undang dijadikan sebagai sumber hukum yang utama seperti dalam 
tradisi Eropa continental. Sedangkan keharusan memuat sumber hukum tak tertulis 
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merupakan salah satu corak Anglo Saxon, hal ini ditegaskan pula pada Pasal 5 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mewajibkan hakim untuk menggali, 
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat.  
Oleh karena sistem hukum di Indonesia berada pada dua kutub yang berbeda 
(Eropa continental dan Anglo saxon), maka perlu dipertanyakan bagaimana bila 
hakim dihadapkan pada situasi terjadi daya tarik yang berbeda antara peraturan 
undang-undang dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat ataupun dengan 
yurisprudensi? Dalam hal ini perlu dicermati kaidah dalam sistem common law, 
ketika  terjadi perbedaan antara yurisprudensi dengan peraturan perundang-undangan 
maka undang-undang akan menyingkirkan yurisprudensi. Akan tetapi dimungkinkan 
pula seorang hakim dapat menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan 
atau dikenal dengan contra legem dengan catatan harus mencukupkan pertimbangan 
hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek 
kehidupan hukum. 
Pandangan di atas akan sedikit membantu terhadap permasalahan yang kedua 
mengenai adanya kemungkinan beberapa penyimpangan terhadap ketentuan normatif 
tentang sengketa pengasuhan anak. Yang pertama adalah pengasuhan anak yang 
didasarkan atas pembagian yang sama. Kemungkinan ini terjadi ketika pasangan 
suami isteri yang bercerai mempunyai dua orang anak atau lebih. Bila hal ini terjadi, 
maka pendekatan yang dilakukan bukan hanya sekedar pendekatan normatif yang 
menentukan pengasuhan anak berdasarkan faktor usia (Pasal 105 KHI), tetapi harus 
pula dipertimbangkan tentang kewenangan dan keinginan kedua belah pihak 
(pasangan suami isteri yang bercerai) untuk mengasuh anaknya. Pandangan legisme 
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yang memberikan corak silogisme hukum (juridische sylogisme), suatu deduksi logis 
dari suatu perumusan yang luas akan memberlakukan ketentuan pasal 105 KHI 
dengan menetapkan langsung kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan ibunya. 
Dalam keadaan ini, seorang ayah jangan sekali-kali mengharapkan akan dapat 
mengasuh anaknya karena hukum telah menentukan demikian.  
Selama ini penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 105 KHI hanya 
dimungkinkan manakala pihak suami dan isteri bersepakat untuk membagi 
kewenangan dalam mengasuh anak. Kesepakatan ini merupakan bagian dari 
kebebasan berkontrak (contractvrijheid) sesuai dengan Pasal 1338 BW akan menjadi 
sama nilainya seperti undang-undangan (pacta suntservanda). Tampaknya akan lebih 
dekat kepada keadilan tindakan hakim yang menyelesaikan sengketa pengasuhan 
anak (yang mempunyai 2 anak atau lebih) dengan memberikan hak langsung (tanpa 
harus ada kesepakatan para pihak) kepada si ayah untuk mengasuh salah seorang 
anaknya, meskipun menyimpangi ketentuan Pasal 105 KHI. Pada gilirannya sikap 
hakim ini akan dirasakan sebagai suatu keadilan bagi si ayah yang sama-sama 
mempunyai andil untuk menghasilkan keturunan (sesuai pendapat Soedjono keadilan 
merupakan suatu penghargaan individu). Sebaliknya amatlah tidak adil ketika 
pasangan suami isteri yang bercerai dan mempunyai dua orang anak atau lebih (masih 
dibawah umur), kemudian pengasuhan kedua anak tersebut ditetapkan kepada ibunya. 
Permasalahan hukum yang kedua adalah peninjauan ulang terhadap ketentuan usia 
yang dapat memilih dalam pengasuhan antara ibu atau ayahnya. Penentuan usia 12 
tahun pada Pasal 105 Kompilasi hukum Islam merupakan penentuan secara ijma yang 
dilakukan oleh para ulama di Indonesia (communis oppinium doctoral). Sebagai 
perbandingan dalam fiqh klasik membagi antara pengasuhan anak perempuan dan 
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anak laki-laki. Dalam pengasuhan anak laki-laki menurut Imam Abu Hanifah seorang 
anak dapat memilih untuk diasuh oleh ibu atau bapaknya manakala ia berusia 7 tahun, 
sedangkan menurut Imam Malik ibunya lebih berhak mengasuhnya sampai anak itu 
ompong (tanggal gigi). Sedangkan dalam pengasuhan anak perempuan. Menurut 
Imam Syafi’i agar dilakukan pilihan oleh anak tersebut yang menurut Imam Abu 
Hanifah, si ibu lebih berhak mengurus hingga anak baligh. Imam Ahmad bin Hanbal 
seorang ibu lebih berhak mengasuh anaknya hingga anak tersebut berusia 9 tahun. 
Penentuan umur menurut Imam Malik tidak secara limitatif tapi ditentukan dengan 
keadaan ketika si anak tanggal giginya, atau sekitar usia 6 hingga 8 tahun.  
Adanya pranata hukum pengasuhan anak disebabkan karena anak tersebut 
belum mampu berdiri sendiri atau dalam istilah hukum Islam disebut hadhanah. 
Konsekwensinya ketika anak tersebut sudah dianggap mampu berdiri sendiri maka 
pengasuhan anak tersebut akan tergantung kepada pilihan si anak untuk memilih ayah 
atau ibunya. 
Menurut Abdul Manan ukuran yang dipakai adalah tamyiz dan mampu berdiri 
sendiri misalnya sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri dan sebagainya. 
Permasalahan yang muncul adalah pada usia yang ke berapa tahun seorang anak 
dapat dikatakan  telah  mumayyiz? KHI berpendapat usia 12 tahun merupakan batas 
mumayyiz untuk menentukan hak si anak memilih pemeliharaan antara ibu atau 
ayahnya. Sedangkan para ulama fiqh (yang merupakan rujukan dari KHI) tidak 
menentukan demikian, mereka berbeda pendapat dan Imam Ahmad bin Hanballah 
yang menentukan batas usia paling tinggi yaitu 9 tahun untuk menentukan seorang 
anak sudah mumayyiz. Dalam menyikapi ini, tampaknya perlu mempergunakan 
metode penafsiran restriktif pembatasan makna atau metode penalaran 
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rechtsvervijning (penyempitan makna). Dengan metode ini, maka pembatasan usia 12 
tahun sebagai usia mumayyiz dalam KHI harus ditafsirkan sebagai batas akhir 
menentukan seorang anak dikatakan tidak mumayyiz atau dengan kata lain setelah 
usia 12 tahun, seorang anak harus sudah dikatakan mumayyiz, sebaliknya usia kurang 
dari 12 tahun dapat dinilai oleh hakim apakah anak tersebut sudah dapat dikatakan 
mumayyiz atau belum. 
Dengan uraian di atas, maka penentuan mumayyiz oleh KHI dengan batas usia 
12 tahun bukanlah batasan yang mutlak. Seorang hakim yang menyelesaikan 
sengketa pengasuhan anak di bawah usia 12 tahun, dapat menilai anak tersebut sudah 
mumayyiz atau belum, penilaian mana kemudian akan menentukan sikap hakim 
berikutnya untuk memberikan hak kepada si anak memilih pemeliharaan oleh ibunya 
atau bapaknya. Bila dipahami demikian, maka sikap hakim tersebut tidaklah 
dikatagorikan sebagai penyimpangan hukum, karena selain didukung oleh pendapat 
para ulama juga dari sudut penafsiran hukum sangat memungkinkan. Di sisi lain, 
tampaknya sangat tepat memperhatikan pemikiran mazhab hukum yang berkembang 
di Amerika (Anglo Saxon), hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan 
hukum yang hidup di dalam masyarakat. Faktor usia tidaklah dapat dijadikan standar 
untuk menentukan perkembangan kejiwaan maupun fisik seorang anak, sehingga 
diperlukan sikap hakim untuk menilai mumayyiznya seorang anak baik dari sisi 
mental, fisik, maupun pandangan masyarakat sekitarnya. 
Dalam teori hukum, konstruksi seperti ini merupakan pendekatan 
hermeneutika, di mana membuka kesempatan kepada para pengkaji hukum hakim 
untuk tidak hanya berkutat demi kepentingan profesi eksklusif semata. Pendekatan ini 
dengan strategi metodologisnya menganjurkan to learn from people, mengajak para 
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pengkaji hukum hakim agar menggali dan meneliti makna-makna hukum dari 
perspektif para pengguna atau pencari keadilan. 
Demikian halnya yang dapat ditemukan pada putusan Mahkamah Agung RI 
Nomor 349K/AG/2006 tanggal 3 Januari 2007 mengenai kasus perceraian antara 
Tamara Bleszyinski dengan Teuku Rafly Pasya. Hakim dalam hal ini tidak hanya 
menyimpangi ketentuan Pasal 105 KHI dengan menetapkan Rassya Isslamay Pasya 
berada pada pengasuhan ayahnya, tapi hakim juga telah menempatkan penyelesaian 
pengasuhan anak secara ex officio untuk turut serta menyelesaikan permasalahan 
pengasuhan anak dalam kasus perceraian.
12
 
 
                                                          
12
http://blogperadilan.blogspot.com/2011/05/paradigma-baru-dalam-penyelesaian.html, 
diakses pada tanggal 25 Juni 2015. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan  pemaparan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka 
penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: 
1. Adapun  tinjauan hukum Islam tentang hak asuh anak yaitu, dalam Islam hak 
asuh  anak terletak  pada sang  ibu jika anak tersebut masih dibawah umur 
(mumayyiz) atau masih disusui, namun pengadilan memiliki hak untuk 
memaksa si ayah mencukupi kebutuhan si anak, jika diperlukan. Jumlah 
nominalnya dapat ditentukan dan harus disesuaikan  dengan pendapatan sang 
ayah.  
2. Yang  menjadi dasar hukum dan  pertimbangan Hakim dalam  memutuskan  hak 
asuh anak dalam putusan cerai talak karena istri murtad  yaitu  tidak terlepas dari 
pertimbangan tentang aqidah sebagai kelayakan  untuk mengasuh anak 
merupakan pertimbangan dari sudut syar’i yang mengedepankan salah satu 
maqhosidusy syar’iyyah (tujuan syari’at Islam) yaitu menjaga keutuhan agama 
Islam dengan ditopang oleh beberapa hadits Rasulullah. Penetapan hak asuh anak 
dalam perkara cerai talak no. 447/Pdt.G/2003/PA yang dimana Hakim 
menjatuhkan hak asuh atas anak kepada pihak Ayah dan hasil dalam pemeriksaan 
persidangan telah menunjukkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan 
Termohon yang bersumber dari perpindahan Agama bahwa kebanyakan 
perceraian yang timbul akibat dari perselisihan antara kedua belah pihak, 
dimungkinkan ketidakrukunan itu berlanjut setalah penetapan perceraian 
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dijatuhkan. Hal ini bisa saja menghalangi ibu untuk bertemu dengan anaknya 
dalam mencurahkan kasih sayang. Dengan kata lain menyalahi hak asasi ibu 
untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.  Mengenai 
penafsiran Hakim atas pasal tersebut, bahwa dengan jatuhnya pengasuhan ke 
ayah, tidak boleh menghapuskan hak dan kewajiban pihak ibu untuk tetap 
menjaga dan mendidik anak demi kelangsungan kepentingan terbaik anak. Jika 
hal tersebut terjadi maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke 
pengadilan. Kedua, bahwa yang dimaksud dengan “hak dan kewajiban yang 
sama” sebagaimana yang tertulis dalam pasal 51 (2) adalah bukan dalam arti apa 
yang harus diterima pihak ayah harus juga diterima pihak ibu dalam hal ini 
mengenai pengasuhan. Ketiga, pihak ibu yang dalam hal ini kehilangan hak asuh 
terhadap anaknya tetap boleh mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak. 
Bagaimanapun anak itu juga masih berumur 3 Tahun sehingga kasih sayang ibu 
masih sangat dibutuhkan anak. Tinggal bagaimana kesepakatan antara kedua 
belah pihak untuk mengaturnya. Hakim dalam menyikapi masalah hak asuh anak 
tetap menjunjung nilai kemanusiaan walaupun terhadap orang yang dibuktikan 
keluar dari agama Islam. Dan ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. 
Dimana dalam penjelasan UU HAM, Negara dan pemerintah termasuk juga 
dalam hal ini Pengadilan Agama sebagai aparatur pemerintah bertanggungjawab 
untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia 
setiap warga Negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. 
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